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RINGKASAN 

 

TANGGUNG JAWAB UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) 

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

Rahmat Fatur Farabby 

Pembimbing: 

Prof. Dr. H. Sudiarto. S. H., M. Hum. dan Ari Rahmad Hakim B. F. S. H., M.Hum 

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab serta 

kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pengadaan 

barang/jasa di Indonesia. Tanggung jawab dan kedudukan dari UKPBJ sering 

menjadi pertanyaan oleh sebagian pihak karena dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas mengenai tanggung jawab serta kedudukan dari 

UKPBJ. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bagaimana 

tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut 

juga penelitan hukum doktrinal. Penelitian hukum ini mengkonsepkan bahwa hukum 

adalah sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) 

atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Cara 

memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka 

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan non 

hukum. Dari bahan-bahan hukum tersebut maka cara menganalisisnya adalah dengan 

cara melakukan penafsiran. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tidak ditulis secara jelas 

mengenai kedudukan dan tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 

Namun dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Unit Kerja 
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Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan unit kerja yang berbentuk struktural. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 dijelaskan bahwa 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkup pemerintah provinsi atau 

kabupaten/kota dibentuk berdasarkan kelas sesuai dengan klasifikasi yang diatur 

dalam peraturan tersebut. Sementara untuk lingkup kementerian/lembaga kedudukan 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dibentuk berdasarkan kebutuhan, dan 

kemudian unit kerja tersebut dibentuk dengan menerbitkan peraturan menteri terkait. 

Tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) jika dilihat 

berdasarkan fungsi terbagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab sebagai pengelola, 

tanggung jawab sebagai pembina, dan tanggung jawab sebagai pendamping. Selain 

ketiga tanggung jawab tersebut, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus 

memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip 

pengadaan barang/jasa. 

Sebagai akhir dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa adalah unit kerja struktural yang memiliki tanggung jawab sebagai 

pengelola, tanggung jawab sebagai Pembina dan tanggung jawab sebagai pendaming. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjelaskan tanggung jawab Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada 

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Berdasarkan hasil 

penelitian, dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak ditulis mengenai tanggung 

jawab dari UKPBJ. Namun jika dilihat dari fungsi yang terdapat dalam Peraturan 

LKPP Nomor 14 Tahun 2018, tanggung jawab dari UKPBJ ada tiga yaitu tanggung 

jawab pengelolaan, pembinaan dan pendampingan. 

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengadaan, Barang/Jasa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, 

maka pembangunan sangatlah diperlukan baik sarana maupun prasarana. 

Fasilitas ini harus dipenuhi oleh pemerintah untuk membantu aktivitas 

masyarakat agar segala keperluan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini tentu 

sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam 

suatu negara. Karena dengan meningkatnya mutu sumber daya manusia suatu 

negara maka negara dapat dikatakan berhasil. 

Untuk terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana, maka pemerintah 

menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. Hal ini selain untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat namun juga untuk menjalankan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Proses pengadaan barang/jasa juga berdampak pada perputaran roda ekonomi 

dalam suatu negara. 

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa 

pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang 

dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan 

pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya 

merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan atau mewujudkan 

barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses 
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tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.
1
 

Maka untuk mewujudkan hal tersebut, para pihak dalam hal ini penyedia jasa 

dan pemerintah harus lah mengikuti aturan dan kaedah yang berlaku. Hal ini 

tentunya sangat penting mengingat anggaran yang digunakan merupakan 

APBN/APBD yang berarti bahwa kegiatan pembangungan yang berlangsung 

merupakan anggaran yang bersumber dari rakyat sehingga harus digunakan 

sebaik dan sebijak mungkin. 

Dalam proses berlangsungnya penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa, pemerintah pusat tentu tidak dapat melaksanakan segala 

pembangunan secara keseluruhan. Sejak sistem desentralisasi dijalankan, 

maka pemerindah daerah diberi wewenang untuk menjalankan proses 

pemerintahannya secara mandiri termasuk di dalamnya adalah 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan pemerintah 

daerah dianggap lebih paham tentang kebutuhan daerahnya sehingga bisa 

segera merencanakan pembangunan dengan tujuan memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat. 

Untuk mempermudah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, 

pemerintah membentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 

sebagai perubahan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 

dan pada Pasal 14 dan 130 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

                                                             
1
 Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu 

Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” Jurnal Media Hukum Vol.24 

No. 2. Hal. 248. 
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wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat pada Tahun 

Anggaran 2014. Dengan dibentuknya Peraturan presiden ini maka setiap 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki ULP yang 

berfungsi untuk melakukan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 

Pembentukan ULP ini mendesak dilakukan disamping karena 

merupakan amanat dari Perpres, juga karena pengadaan barang/jasa 

merupakan indikator penting tentang penerapan Good Governance dan 

indikator kualitas kinerja pelayanan publik.
2
 Dengan demikian, apabila 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik dan sesuai 

aturan maka secara langsung para pihak sedang mengupayakan terwujudnya 

Good Governance. 

Dalam prosesnya, ternyata Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

yang telah dilaukan perubahan beberapa kali dianggap belum mampu untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya dalam bidang 

pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data LKPP pada tahun 2015 terdapat 

beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Permasalahan tersebut seperti kasus terkait dengan sanggahan 

dalam proses pengadaan yang berjumlah 1.620 kasus dan sengketa sebanyak 

                                                             
2
 Adi Susila, “Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Pemerintah Kota Bekasi” Jurnal AKP Vol.1 No. 2, hal 2. 



4 
 

777 kasus yang mana penanganannya sebagian diselesaikan sampai dengan 

meja pengadilan.
3
 

Selain masalah di atas, terdapat masalah lain yang mengharuskan 

pemerintah untuk membuat regulasi baru mengenai pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Masalah tersebut adalah berkembangnya teknologi informasi 

secara cepat sehingga apabila masih menggunakan regulasi yang lama maka 

akan terjadi ketidaksesuaian antara perkembangan jaman dengan regulasi 

tersebut. Sehingga apabila pemerintah mengikuti perkembangan jaman, maka 

sistem pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara elektronik. Sistem 

pengadaan barang/jasa secara elektronik terkenal dengan istilah e-

Procurement. 

 Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan e- 

Procurement, belanja pengadaan barang/jasa diyakini dapat berjalan lebih 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip 

pengadaan barang/jasa.
4
 

                                                             
3 Bhekti Arum Lestari dkk, “Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa 

Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018” Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol. 9 No. 1. 

Hal. 11. 
4 Yanuar Siswo Nugroho, “Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara 

Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta” Jurnal Riset 

Manajemen Vol.6 No. 2. 2019. Hal. 173. 
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Jika dilihat dari sistem pengadaan barang/jasa yang sekarang sedang 

berlangsung, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah berjalan 

dan dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hanya saja 

dengan semakin kompleksnya perkembangan jaman dan pasar maka sistem 

pengadaan barang/jasa harus segera diperbaharui. Hal ini bertujuan agar 

pengadaan barang/jasa benar benar bisa berkembang mengikuti 

perkembangan jaman dan itu tidak akan bisa terlaksana hanya dengan adanya 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hal ini dikarenakan sistem 

yang kuat terbentuk dari koordinasi yang baik serta sinergitas antara unit 

kerja. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2018 pemerintah 

membentuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang sekaligus 

menggantikan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Peraturan presiden 

baru ini sampai sekarang masih digunakan dan dijadikan pedoman untuk 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika dibandingkan 

dengan peraturan presiden sebelumnya maka peraturan presiden terbaru ini 

terlihat lebih sederhana karena hanya mengatur bagian normatif daripada 

pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 ini istilah 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak lagi ditemukan karena fungsinya 

telah digantikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 

Jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka 

yang dimaksud dengan UKPBJ adalah adalah unit kerja di 
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Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan 

Pengadaan Barang/Jasa. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah tempat 

diadakannya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di setiap 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Peraturan presiden di atas juga dipertegas melalui Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 yaitu pembentukan UKPBJ yang 

merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik harus dilakukan paling lama akhir Desember 

Tahun 2018. 

Dengan demikian maka Unit Layanan Pengadaan yang sebelumnya 

memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pada setiap 

Lembaga/Kementerian/Pemerintah Daerah harus segera disesuaikan dan 

diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Namun karena 

UKPBJ ini merupakan unit baru maka banyak hal yang harus dipahami 

kembali terutama tentang fungsi dari unit kerja ini. Mengingat bahwa 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah banyak merubah hal hal yang 

sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, maka harus 

dipahami kembali mengenai tanggung jawab dari UKPBJ dalam proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah? 

2. Bagaimana tanggungjawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Manfaat Penelitian adalah: 

a. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 

bahan penyusunan skripsi, sebagai salah satu persyaratan guna 

menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram. 

b. Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu 

hukum di Indonesia. 
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c. Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, masukan 

atau tambahan pengetahuan bagi para pihak pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini terarah serta penelitian ini tidak menimbulkan 

interpretasi yang luas, maka ruang lingkup pembahasannya dibatasi mengenai 

tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

E. Orisinalitas Penelitian 

No 
Judul Rumusan Masalah Persamaan Perbedaan Kontribusi Kebaruan 

1 Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Pemerintah 

Pada Unit 

Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

di Kota 

Solok 

1. Bagaimana 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa 

Pemerintah pada 

Unit Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa di 

Kota Solok? 

 

2. Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa 

Pemerintah pada 

Unit Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa di 

Kota Solok dan 

bagaimana upaya 

Memiliki 

tema yang 

sama yaitu 

mengenai 

Pengadaan 

Barang/Jas

a 

Pemerinta

h. 

Perbedaannya 

yang diteliti 

adalah proses 

penyelenggaraan 

Pengadaan 

Barang/Jasa oleh 

UKPBJ, sedangan 

kami berfokus 

pada Tanggung 

Jawab UKPBJ 

dalam Pengadaan 

Barang/Jasa 

Memberikan 

pengetahuan 

tentang 

bagaimana 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa 

yang 

dilakukan 

oleh Unit 

Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

di Kota 

Solok. 

Memaparkan 

kendala 

kendala 

yang 

dihadapi 

dalam 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah 

khususnya di 

Pemerintah 

Kota Solok. 
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penyelesaiannya? 

2. Upaya Unit 

Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

(UKPBJ) 

Universitas 

Sriwijaya 

Dalam 

Pencegahan 

Tindak 

Pidana 

Korupsi 

Melalui 

Katalog 

Elektronik 

(E-

Purchasing) 

1. Apa upaya Unit 

Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa 

(UKPBJ) 

Universitas 

Sriwijaya dalam 

pencegahan tindak 

pidana korupsi 

melalui karalog 

elektronik (e- 

purchasing)? 

 

2. Apakah hambatan 

Unit Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

(UKPBJ) 

Universitas 

Sriwijaya dalam 

pencegahan tindak 

pidana korupsi 

melalui katalog 

elektronik (e- 

purchasing)? 

Sama 

sama 

meneliti 

tentang 

Unit Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jas

a (UKPBJ) 

Lebih 

memperdalam 

terhadap upaya 

pencegahan yang 

dilakukan oleh 

UKPBJ terhadap 

tindak pidana 

korupsi, 

sedangakn kami 

membahas 

tentang tanggung 

jawab UKPBJ 

dalam proses 

Pengadaan/Baran

g Jasa. 

Mencegah 

terjadinya 

tindak 

pidana 

korupsi dari 

proses 

pengadaan 

barang/jasa. 

Memaparkan 

upaya upaya 

atau cara 

cara yang 

dilakukan 

oleh UKPBJ 

dalam 

mencegah 

terjadinya 

tindak 

pidana 

korupsi 

dalam proses 

pengadaan 

barang/jasa. 

3. Kewenangan 

Bagian 

Layanan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa di 

Pemerintah 

Kota Bandar 

Lampung 

1. Bagaimanakah 

pengaturan 

Bagian Layanan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

dalam 

melaksanakan 

kewenangan 

proses Pengadaan 

Barang/Jasa? 

2. Bagaimanakah 

pelaksanaan 

kewenangan 

Sama 

sama 

membahas 

tentang 

Pengadaan 

Barang/Jas

a. 

Penelitian ini 

fokus kepada 

kewenangan 

bagian layanan 

sedangan kami 

lebih 

memfokuskan 

kepada Unit Kerja 

Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Menjelaskan 

tentang 

pengaturan 

bagian 

Layanan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah 

khususnya 

di Kota 

Bandar 

Lampung. 

Memaparkan 

tentang 

faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

dalam proses 

pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah 

dalam hal ini 

Pemerintah 

Kota Bandar 

Lampung. 



10 
 

Bagian Layanan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

dalam Pengadaan 

Barang/Jasa? 

 

3. Apa sajakah yang 

menjadi faktor-

faktor 

penghambat dan 

faktor-faktor 

pendukung 

Bagian Layanan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

dalam 

melaksanakan 

kewenangannya di 

bidang pengadaan 

barang/jasa di 

lingkungan 

Pemerintah Kota 

Bandar Lampung? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pengertian mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat 

pada Pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan, 

pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada Pasal 1 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh Barang/Jasa. 

Menurut Adrian Sutedi, pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya 

adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan 
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barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan 

proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan 

lainnya.
5
 

Dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

dijelaskan mengenai pengertian barang yaitu setiap benda baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang 

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

pengguna barang.  

2. Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

a. Pengguna Anggaran (PA) 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa 

dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung 

jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga 

yang bersangkutan. 

 

                                                             
5
 Adrian Sutedi, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai 

Permasalahannya: Edisi Kedua”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 3. 
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c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya „disingkat PPK 

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk 

mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran 

belanja daerah. 

d. Pejabat Pengadaan 

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan 

Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

e. Kelompok Kerja Pemilihan 

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh 

pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 

f. Agen Pengadaan 

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang 

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi 

pekerjaan. 
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g. PjPHP/PPHP 

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat 

PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah tim yang bertugas 

memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

h. Penyelenggara Swakelola 

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang 

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

i. Penyedia 

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 

berdasarkan kontrak. 

3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam 

melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, prinsip 

yang dimaksud adalah prinsip dasar sesuai dengan apa yang telah diatur 

dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Penerapan prinsip dalam hal ini adalah bertujuan meciptakan 

pengadaan barang dan jasa menjadi bermanfaat bagi semua pihak. Prinsip 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 



15 
 

a. Efisien 

Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya 

yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi 

yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan 

daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa. Semakin 

kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses 

pengadaan semakin efisien.
6
 

b. Efektif 

Dalam hal pengadaan barang/jasa, efektifitas dapat dilihat 

dengan cara melihat apakah barang/jasa yang diperoleh sudah 

memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau tidak. 

c. Transparan 

Transparan memiliki arti bahwa setiap proses yang dilakukan 

harus dapat diketahui oleh khalayak banyak. Begitupun dalam 

pengadaan barang dan jasa bahwa metode, mekanisme, aturan 

sebisa mungkin harus dapat diketahui oleh orang banyak. 

d. Terbuka 

Pengadaan barang/jasa harus bisa diikuti oleh semua pihak 

dengan syarat pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentua yang berlaku. 

                                                             
6
 Purwosusilo, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa”, Fajar Interpratama Mandiri. 

Jakarta. 2017. Hal.329. 
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e. Bersaing 

Proses pengadaan barang/jasa harus menciptakan iklim 

persaingan yang sehat dan tidak boleh diintervensi oleh pihak 

manapun. Tujuannya agar barang/jasa yang diperoleh adalah yang 

berkualitas 

f. Adil/Tidak Diskriminatif 

Hal ini dapat diartikan bahwa proses pengadaan barang dan 

jasa harus adil bagi setiap penyedia barang/jasa dan tidak 

menguntungkan salah satu pihak. 

g. Akuntabel 

Akuntabel berarti bahwa proses penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa yang berlangsung harus mengikuti peraturan 

perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para 

pihak. 

B. Tinjauan Umum tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

1. Pengertian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UKPBJ adalah unit 

kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang 

menjadi pusat unggulan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 

14 Tahun 2018 tentang UKPBJ bahwa UKPBJ sebagai pusat keunggulan 
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Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter 

strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu 

melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong 

dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan 

barang/jasa di Indonesia. 

2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

Dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa UKPBJ 

memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Sedangkan Pasal 75 ayat (2) menguraikan tentang fungsi dari 

UKPBJ yang meliputi: 

a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; 

dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala 

lembaga/kepala daerah 
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C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
7
 Selanjutnya, dalam kamus 

hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadannya.
8
 

Tanggung jawab secara umum dapat dibagi menjadi tiga macam, masing 

masing accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam 

arti accountability adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan 

keuangan atau kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti responsibility adalah 

tanggung jawab dalam arti hukum publik. Sedangkan tanggung jawab dalam 

arti liability adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. 

Kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan 

yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku.
9
 

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, 

yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk 

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum 

orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.
10

 

                                                             
7  Kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 18 November 2020 Pukul 19.49 
8 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. 
9 K. Martono, Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan : Edisi Pertama. Jakarta. 

RajaGrafindo Persada. 2010. Hlm 306-307. 
10

 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta. Prestasi 

Pustaka. 2010. Hlm. 48. 
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Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:
11

 

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan 

kerugian. 

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (strick liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan 

kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat 

perbuatannya. 

 

 

 

                                                             
11

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta. Citra Aditya Bakti. 2010. 

Hlm 503. 



20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penulisan penelitian hukum ini bersifat normatif. Penelitian hukum 

normtif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis 

ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap 

pantas.
12

 

B. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum ini memiliki beberapa pendekatan, hal ini tentu 

digunakan oleh peneliti untuk mengkaji setiap permasalahan sehingga nanti 

penelitian ini mendapatkan hasil yang terarah sesuai dengan permasalahan. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani.
13

 

 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

                                                             
12

 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. Depok. 

RajaGrafindo Persada. 2019. Hal.118. 
13

 Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum” Cetakan ke-11. Jakarta. Kencana. 2011. Hal 

35. 
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Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
14

 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum 

ini adalah: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 

f. Peraturan Kepala Lembaga Kebujakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-TENDERING. 

                                                             
14

 Amiruddn dan Zainal Asikin, op. cit. Hal. 167. 
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g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-PURCHASING. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 

3. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif, cara memperoleh bahan hukum yaitu 

dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Mengalisis bahan hukum atau data pada dasarnya tergantung dari jenis 

data, dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data hukum 

sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non 

hukum, maka dalam mengolah bahan hukum tersebut tidak terlepas dari 

penafsiran. 

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan 

metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. 

Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau 
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situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.
15

 Sehingga dengan melakukan 

penafsiran terhadap bahan hukum tersebut, maka diharapkan akan 

menjelaskan sesutau yang tersirat maupun tersurat dari suatu bahan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 E. Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta. Kanisius. 1993. Hal. 24. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

Untuk menunjang perkembangan ekonomi maupun pelayanan dengan 

kualitas terbaik kepada masyarakat, maka pemerintah menyusun berbagai 

rencana pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. 

Untuk menjalankannya, maka pemerintah membentuk unit kerja maupun 

satuan kerja. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam 

dalam hal menjalankan pekerjaan. Salah satu kegiatan yang membutuhkan 

unit kerja adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa 

adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat 

daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Upaya pemerintah untuk memastikan agar penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa berjalan dengan baik dan tepat sasaran diwujudkan dengan 

dibentuknya suatu unit kerja yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Unit kerja ini dianggap penting mengingat pengadaan barang/jasa 

pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional 
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untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian 

nasional dan daerah. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang baik 

adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean 

Governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta 

penataan prilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam 

penyelengaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
16

 

Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang 

obyektif dan universal, yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur 

atau indikator dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktek penyelenggaraan negara 

dituangkan dalam tujuh asas-asas umum sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Asas-asas umum 

penyelenggaraan negara tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas tertib 

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. 

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas tertib 

                                                             
16

 Chandra Nur Hidayat, “Efetivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang 

Dan Jasa Secara Elektronik” Pamulang Law Review Vol. 2 Issue 1. 2019. Hal. 38. 
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penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggara negara. 

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas keterbukaan 

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas adalah asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara 

negara. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini diundangkan unit 

yang mengelola Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) sedangkan tempat pengelolaan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

Pembentukan UKPBJ sendiri dilatarbelakangi oleh adanya disintegrasi 

lembaga yang menjalankan e-procurement yakni layanan pengadaan secara 
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elektronik (LPSE) dan unit layanan pengadaan (ULP) pada peraturan 

sebelumnya. Keduanya berjalan sendiri-sendiri dikarenakan menghindari 

conflict of interest dan harus tetap berdiri secara mandiri (independent). 

Sehingga pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dibuatlah sebuah pusat layanan unggulan untuk 

mengintegrasikan kedua layanan tersebut.
17

 

Selain dikarenakan oleh disintegrasi antara kedua lembaga ini, hal yang 

paling mendasari dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

ini adalah akses kemudahan dalam hal administrasi. Karena apabila Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) tidak berada dalam naungan yang sama dengan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka proses administrasi akan 

berjalan susah dan membutuhkan waktu yang lama. Kelembagaan dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden 54 

Tahun 2010 tersebut perlu dianalisa kembali. Persoalan krusial tentang 

kelembagaan ini adalah hubungan kerja antara ULP/Pejabat pengadaan 

dengan PPK, KPA/PA lebih dominan bersifat garis lurus (garis komando) 

atau hubungan antara atasan dengan bawahan, sehingga rentan terjadinya 

intervensi. Hal ini sangan berpengaruh terhadap kemandirian ULP/pejabat 

pengadaan dalam mengambil keputusan, terutama apabila ada intervensi baik 

                                                             
17 Bhekti Arum Lestari dkk, op. Cit., Hal. 16. 
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secara langsung maupun tidak langsung dari PPK, KPA/PA yang secara 

struktural merupakan atasan mereka.
18

 

Akan tetapi adanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ini justru 

menimbulkan kesulitan lain yaitu dalam hal penerapan bentuk kelembagaan 

ketika unit ini nantinya dibentuk dalam lingkup 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Karena pada dasarnya UKPBJ ini 

hanyalah nama generik, sedangkan ketika diterapkan maka nomenklatur dari 

unit ini akan berbeda sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan 

dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dijelaskan 

bagaimana perangkat organisasi serta bentuk kelembagaan yang jelas dari 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ini ketika diterapkan ke dalam 

lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerinath Daerah. Begitupun dengan fungsi 

dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tidak dijelaskan secara rinci 

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini penting dikarenakan 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan pusat keunggulan 

pengadaan barang/jasa pemerintah, yang memiliki arti bahwa segala kegiatan 

yang berkaitan dengan penyelengaraan pengadaan barang/jasa merupakan 

tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 

Oleh karena itu dibentuklah Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan turunan dari 

                                                             
18 Purwosusilo, op. Cit., hal. 25. 
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan tujuan untuk mengatur 

tentang susunan organisasi, fungsi serta hal hal yang lebih rinci terkait Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). LKPP atau Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa adalah lembaga pemerintah yang bertugas 

mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 

menyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  dibentuk  

untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: 

“Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang 

memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.” 

 

Pasal ini tentu menegaskan bahwa UKPBJ memang harus segera dibentuk 

dengan tujuan agar penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat 

berjalan dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang 

sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai 

perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. 

Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang 
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pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang 

dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, 

infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang 

disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa 

tidaklah sedikit.
19

 

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan 

barang/dan jasa meliputi: 

1. Barang 

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

2. Pekerjaan konstruksi 

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, 

pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

3. Jasa konsultasi 

Jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 

adanya olah pikir. 

4. Jasa lainnya 

                                                             
19 Ashari Abd. dkk, “Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta 

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa” Jurnal Yustisiabel Vol. 3 No. 2. 

2019. Hal. 192. 
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Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang 

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan 

dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Dalam prosesnya salah satu kendala yang dihadapi oleh beberapa pihak 

dalam pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah 

tentang bentuk kelembagaan dari unit kerja ini. Dalam Pasal 2 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa merupakan unit kerja yang berbentuk struktural. 

Pasal 2 ayat (2) menyatakan: 

“UKPBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan 

kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

Dengan dinyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

adalah unit kerja yang berbentuk struktural maka hal ini berarti bahwa Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan satu kesatuan dan tidak 

bisa lepas dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana yang telah dikutip di atas, 

nomenklatur dari UKPBJ ini dapat berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini berarti 

bahwa pimpinan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah diberi 

wewenang untuk mengaplikasikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
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(UKPBJ) sesuai dengan kebutuhan dengan tetap merujuk pada peraturan 

perundang-undangan. Sebagai contoh bahwa dalam lingkup pemerintah 

daerah, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 

Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Setelah itu, maka kepala daerah baik di lingkungan provinsi ataupun 

kabupaten/kota akan membentuk UKPBJ sesuai dengan nomenklatur yang 

dibutuhkan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk 

pemerintah provinsi dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota untuk 

pemerintah kabupaten/kota. 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki klasifikasi. Hal itu tertera 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Pasal 5 dan 

6. 

Pasal 5 menyatakan: 

(1) Klasifikasi UKPBJ Daerah Provinsi terdiri atas: 

a. Kelas A; dan 

b. Kelas B. 

(2) UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, diwadahi dalam bentuk Biro. 
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(3) Nomenklatur UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yaitu Biro Pengadaan Barang/Jasa. 

(4) UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, diwadahi dalam bentuk Bagian. 

(5) Nomenklatur UKPBJ Daerah Provinsi Kelas B sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 

(6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, 

Pemerintah Daerah Provinsi dapat menurunkan pewadahan unit 

organisasi UKPBJ Daerah Provinsi Kelas A menjadi Kelas B. 

Pasal 6 menyatakan: 

(1) Klasifikasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Kelas A; dan 

b. Kelas B. 

(2) UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diwadahi dalam bentuk Bagian. 

(3) Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa. 

(4) UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diwadahi dalam bentuk Sub Bagian. 
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(5) Nomenklatur UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas B 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Sub Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa. 

(6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menurunkan pewadahan 

unit organisasi UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota Kelas A menjadi 

Kelas B. 

Untuk penghitungan klasifikasi tersebut terdapat dalam lampiran dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Klasifikasi tersebut dihitung 

berdasarkan skor dari masing masing kategori. Untuk Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan provnsi kategorinya terdiri dari: 

1. Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan barang/jasa dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir (Rp); 

2. Rata-rata jumlah paket pekerjaan konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

(paket); 

3. Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

(paket); 

4. Rata-rata jumlah paket jasa konsultasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

(paket); 
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5. Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket); 

6. Jumlah pemegang sertifikat Ahli PBJP; 

7. Jumlah organisasi perangkat daerah; 

8. Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik. 

 

 

Sedangkan untuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di 

lingkungan kabupaten/kota kategorinya terdiri dari: 

1. Rata-rata jumlah total nilai paket pengadaan barang/jasa dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir (Rp); 

2. Rata rata jumlah paket pekerjaan konstruksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

(paket); 

3. Rata-rata jumlah paket pengadaan barang dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

(paket); 

4. Rata-rata jumlah paket jasa konsultasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

(paket); 

5. Rata-rata jumlah paket jasa lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir (paket); 

6. Jumlah pemegang sertifikat Ahli PBJP; 

7. Jumlah organisasi perangkat daerah; 

8. Jumlah kelurahan/desa; 

9. Jumlah penyedia yang terdaftar di layanan pengadaan secara elektronik. 
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Dari kriteria tersebut, apabila pemerintah baik di lingkungan provinsi 

maupun kabupaten/kota mendapatkan total skor variabel di atas 500 maka 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang dibentuk masuk dalam 

kelas A. Sedangkan jika total skor variabel yang didapatkan sama dengan atau 

kurang dari 500 maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang 

dibentuk masuk dalam kelas B. 

Dengan demikian, maka setiap kepala daerah baik di lingkup pemerintah 

provinsi maupun kabupaten haruslah memperhatikan hal tersebut dalam 

proses pembentunkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 

Sementara itu untuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di 

lingkungan kementerian/lembaga akan dibentuk melalui peraturan 

menteri/lembaga terkait. Salah satu kementerian yang sudah membentuk Unit 

Kerja Pengadann Barang/Jasa (UKPBJ) adalah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang 

dan Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam 

peraturan ini, kedudukan Unit Kerja Pengadann Barang/Jasa terletak dalam 

Pasal 3 ayat (1). 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berbunyi: 

“UKPBJ berkedudukan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 

Sekretariat Jenderal” 
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Dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa kedudukan Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah tergantung dari apa yang tertuang 

dalam setiap peraturan yang dibuat oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 

Daerah. 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga memiliki hubungan 

kerja dengan berbagai unit lain baik yang ada di dalam maupun di luar dari 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan tujuan untuk 

menciptakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang baik serta tepat 

sasaran. 

 Untuk menegaskan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

memiliki struktur organisasi yang jelas, maka dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa telah diuraikan mengenai 

susunan organisai dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). 

Pasal 8 ayat (1) menyatakan: 

“Perangakat organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas: 

a. Pimpinan UKPBJ; 

b. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan 

pengadaan barang/jasa; 

c. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik; 
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d. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber 

daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan 

e. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan 

pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan 

barang/jasa.” 

Dengan struktur yang sudah jelas sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

maka unit kerja ini diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin 

dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu dengan adanya struktur organisasi yang jelas tentunya dapat 

meminimalisir terjadinya persaingan atau disintegrasi antara unit-unit kerja 

yang terdapat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), justru yang 

terjadi unit-unit kerja tersebut harus saling mendukung satu sama lain agar 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa bisa berjalan tanpa gangguan 

sehingga bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. 

Selanjutnya, sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan mampu berkerja 

secara profesional maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus 

mampu melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang terkait dengan 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Hal ini sangat penting dikarenakan 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa tidak hanya melibatkan satu unit 

kerja saja. Ada banyak unit kerja dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
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(UKPBJ) yang harus saling bersinergi guna mencapai hasil terbaik dalam 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 

Hubungan kerja dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam 

Pasal 15 dan 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa. 

 

Pasal 15 menyatakan: 

“UKPBJ menjalin hubungan keja dengan unit kerja yang terkait dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.” 

Pasal 16 menyatakan: 

(1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. 

(2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan 

menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan. 

(3) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

UKPBJ. 
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(4) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum 

memadai maka Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada 

personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai. 

(5) Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di 

lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di 

satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA. 

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

Setiap menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran. Pengguna 

Anggaran (PA) menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola 

anggaran di lingkungan satuan kerja.
20

 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, 

Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan adalah sumber daya manusia yang 

ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk 

mengelola pemilihan penyedia. 

Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang: 

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja 

yang telah ditetapkan; 

                                                             
20

 www.wikiapbn.org/pengguna-anggaran/ diakses tanggal 7 Januari 2020 pukul 17.21 WITA 

http://www.wikiapbn.org/pengguna-anggaran/


41 
 

3. Menetapkan perencanaan pengadaan; 

4. Menetapkan dan mengumumkan RUP; 

5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; 

6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; 

7. Menetapkan PPK; 

8. Menetapkan pejabat pengadaan; 

9. Menetapkan PjPHP/PPHP; 

10. Menetapkan penyelenggara swakelola; 

11. Menetapkan tim teknis; 

12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui 

sayembara/kontes; 

13. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan 

14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: 

a. Tender/penunjukan langsung/E-purchasung untuk paket pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu 

anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (serratus 

miliar rupiah); atau 

b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi 

dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Dari uraian tentang tugas dan wewenang dari Pengguna Anggaran (PA) di 

atas, Pengguna Anggaran (PA) memiliki wewenang yang sangat besar karena 
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seluruh anggaran dari satuan kerja harus dicairkan dengan persetujuan 

Pengguna Anggaran. Kemudian dari tugas dan wewenang Pengguna 

Anggaran (PA) dapat diketahui bahwa pemenang tender/penunjukan 

langsung/E-Purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditentukan oleh Pengguna 

Anggaran bukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang berada di 

bawah naungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sehingga dalam 

hal ini koordinasi dan evaluasi harus tetap dilaksanakan guna mencegah 

conflict of interest. Selain Pengguna Anggaran, wewenang dan tugas di atas 

juga bisa dikerjakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas perintah dari 

Pengguna Anggaran tersebut. 

Selain hubungan dengan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) mengenai anggaran, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) melakukan koordinasi langsung dengan menteri/kepala 

lembaga/kepala daerah dan LKPP dalam hal laporan seluruh kegiatan 

pengadaan barang/jasa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Peraturan LKPP 

Nomor 14 Tahun 2018. 

Pasal 24 menyatakan: 

“UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan 

pengadaan barang/jasa kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan 

LKPP.” 
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Dari uraian di atas maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

adalah pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang berarti bahwa unit kerja 

ini adalah unit kerja yang bertugas untuk mengadakan penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja yang berbentuk 

struktural dengan beberapa unit kerja di dalamnya yang menjalankan fungsi 

dan tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Selain itu, bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah itu 

tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Untuk 

lingkup kementerian/lembaga, maka pembentukan serta bentuk kelembagaan 

dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) akan diatur dalam peraturan 

menteri/peraturan lembaga. Sedangkan untuk lingkup pemerintah daerah 

provinsi akan diatur dalam peraturan gubernur dan untuk lingkup pemerintah 

kabupaten/kota akan diatur dalam peraturan bupati/peraturan walikota dengan 

tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 112 

Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

B. Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam 

Pengadann Barang/Jasa Pemerintah 

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah 

satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka 
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meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan kehidupan 

rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik 

terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Yang menjadi titik penting 

dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta 

ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. 

Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai 

oleh keuangan negara, baik melalui APBN maupun non-APBN.
21

 Untuk itu 

regulasi mengenai pengadaan barang/jasa di Indonesia mengalami 

perkembangan disetiap waktunya. Hal ini tentunya bertujuan agar pengadaan 

barang/jasa di Indonesia terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan guna 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 

Tahun 2003, yang dirubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi 

Pemerintah Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah 

lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas 
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
22

 

Namun dengan perkembangan pasar yang begitu pesat, serta kemajuan 

teknologi yang begitu cepat mengharuskan pemerintah untuk secara cepat 

menyediakan regulasi yang kuat dengan tujuan untuk mengatur proses 

penyelengaraan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang sedang 

berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 2018 pemerintah 

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah guna untuk menyesuaikan perkembangan pasar serta 

kemajuan teknologi terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam 

lingkup pemerintah. 

Salah satu perubahan besar yang terjadi seiring dengan adanya Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah adanya sutau unit kerja yang menjadi 

pusat unggulan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yaitu Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Unit inilah yang akan menjadi tumpuan 

dalam pengelolaan barang/jasa pemerintah, sehingga unit ini harus menjadi 

unit kerja yang unggul dalam segi kinerja. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
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Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja struktural 

yang menjalankan tugas untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan 

barang/jasa pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Unit kerja ini 

memiliki lima fungsi seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Pasal 3 ayat (1) menyatakan: 

“Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: 

a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis 

pengadaan barang/jasa; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala 

lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsinya.” 

 

Jika dilihat dari beberapa fungsi di atas, maka Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) tidak hanya menyelenggarakan pengelolaan pengadaan 

barang/jasa tetapi ada fungsi lain yaitu mengelola sumber daya manusia dan 

kelembagaan dalam artian harus bisa mengintegrasikan antar unit yang 
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terdapat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Selain itu 

UKPBJ harus bisa menjalani fungsi pendampingan, memberikan konsultasi 

serta melakukan bimbinga teknis mengenai pengadaan barang/jasa. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP 

Nomor 14 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara pasti mengenai tanggung jawab 

dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Namun jika dilihat dari 

fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), maka secara garis besar 

tanggung jawab dari unit ini adalah: 

1. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai 

pengelola. 

2. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai 

Pembina. 

3. Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai 

pendamping. 

Tanggung jawab pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) ada dua yaitu pengelolaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam 

Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 dan pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). 

Pasal 4 menyatakan: 

“Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 

b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; 
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c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; 

d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 

e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 

f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sectoral; 

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan 

h. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah.” 

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melakukan 

pengelolaan barang/jasa, tanggung jawab ini berfokus pada kinerja teknis 

terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yaitu memeriksa dokumen 

serta penyusunan katalog hingga pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah terlaksana. 

Kemudian pelaksanaan pemilihan penyedia, kegiatan tersebut 

dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Hal itu sesuai 

dengan tugas dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang tertera dalam 

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tugas tersebut adalah: 

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; 
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2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk 

katalog elektronik; dan 

3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: 

a. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu 

anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah); atau 

b. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi 

dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 membahas tentang pengadaan 

barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau 

hibah luar negeri.  Dalam hal ini, pengadaan barang/jasa yang pendanaanya 

berasal dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri mengacu terhadap 

Peraturan Presiden tersebut kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar 

negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Artinya selama tidak diatur oleh 

perjanjian luar negeri, maka Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) yang 

akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut. Kemudian 

dalam hal menyusun perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar 

negeri, maka baik Pengguna Anggaran (PA) sebagai pihak yang memiliki 

kendali atas anggaran, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai 
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pihak yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa serta Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pembuat 

kebijakan pengadaan barang/jasa harus tetap berkoordinasi agar seluruh 

proses yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan serta tepat 

sasaran. 

Pasal 5 ayat (1) menyatakan: 

“Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 

meliputi: 

a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan 

infrastrukturnya; 

b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem 

informasi pengadaan barang/jasa; 

c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku 

kepentingan; 

d. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada 

masyarakat luas; 

e. Pengelolaan informasi kontrak; 

f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil 

pengadaan; dan 

g. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan. 
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Dalam pasal ini, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diharuskan 

untuk menginformasikan tentang adanya proses pengadaan barang/jasa yang 

sedang berlangsung. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dari pengadan 

barang/jasa yaitu transparansi yang memiliki arti bahwa proses pengadaan 

barang/jasa harus diketahui oleh masyarakat luas. 

Selain alasan di atas, sistem pengadaan secara elektronik harus dilakukan 

untuk mengikuti perkembangan pasar yang semakin kompleks. Perkembangan 

teknologi ini harus dimanfaatkan karena dianggap mempermudah kegiatan 

masyarakat. Kemudahan yang dimaksud adalah akses informasi dapat 

diperoleh secara mudah. Oleh sebab itulah, pengadaan barang/jasa harus dapat 

dilakukan secara elektronik (e-procurement). 

E-Procurement mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan berdirinya 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. E- Procurement 

adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya 

dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan 

fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum 

secara elektronik. Pengadaan secara elektronik sejak disahkannya Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum. E-procurement sebagai 

suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah 
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data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan) dan 

manusia untuk menghasilkan informasi.
23

 

Dengan diadakannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, 

maka akan banyak penyedia yang memiliki kesempatan untuk mengikuti 

tender terutama dalam hal pekerjaan konstruksi. Hal ini tentunya akan 

berdampak baik untuk kegiatan pengadaan barang/jasa karena dengan 

sendirinya ketika banyak penyedia yang mengikuti tender maka akan tercipta 

siklus yang kompetitif.  

Ketika pekerjaan konstruksi ditenderkan dalam suatu proses tender yang 

kompetitif (competitive tendering), peningkatan jumlah peserta akan 

menghasilkan penawaran yang lebih agresif. Ketika jumlah kompetitor 

bertambah, yang berarti kompetisi meningkat, maka setiap peserta akan 

meningkatkan upayanya untuk memenangkan tender dengan cara menurunkan 

penawarannya.
24

 

Penyelenggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik dinilai sebagai 

salah satu cara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Oleh sebab itu semua intansi pemerintah wajib melaksanakan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik. Hal ini dikarenakan pengadaan 

                                                             
23 Chandra Nur Hidayat, op. Cit., hal 39. 
24 Asep Rudi, Haryanto, “Pengaruh Kompetisi Pengadaan Publik Terhadap Belanja 

Pemerintah (Studi Empiris pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian 

Keuangan)”, Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 2 No. 3, 2013. Hal. 2. 
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barang/jasa yang dilakukan secara konvensional berpotensi dalam 

menimbulkan efek negatif antara lain:
25

 

1. Tender arisan dan adanya kickback pada proses tender 

2. Penyuapan dalam memenangkan tender 

3. Proses tender dilakukan tidak transparan 

4. Supplier dapat bermain dengan mematok harga tertinggi (mark up) 

5. Pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dapat saja 

menyalahgunakan wewenang seperti memenangkan perusahaan 

saudaranya 

6. Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku 

usaha tertentu 

7. Adanya almamater sentris 

8. Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat saja mengikuti 

tender bahkan menang karena suap 

9. Tender tidak diumumkan secara terbuka 

10. Keterbatasan pada jarak sehingga tidak dapat membuka akses bagi 

peserta dari daerah. 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga dinilai mampu 

mengurangi biaya dalam berbagai proses penyelenggaraan pengadaan 

barang/jasa. Karena itulah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus 

                                                             
25

 Giri Sucahyo YG dkk, “Inovasi Layanan Publik melalui E- Procurement”, Makalah 
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bisa melaksanakan kegiatan atau proses ini dengan baik sehingga 

mendapatkan hasil yang memuaskan dan memiliki nilai guna untuk 

masyarakat. 

Tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam 

pembinaan adalah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dan 

kelembagaan pengadaan barang/jasa. Hal ini dirincikan dalam Pasal 6 

Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018. 

Pasal 6 menyatakan: 

“Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. Pembinaan bagi para pelaku Pengadaan barang/jasa pemerintah, 

terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel 

UKPBJ; 

b. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas 

pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, 

pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan 

pengembangan sistem intensif; 

c. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 
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d. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan 

e. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.” 

Dalam hal tanggug jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

melakukan pembinaan. Tanggung jawab ini lebih mengarah kepada internal 

dari unit kerja ini, yaitu mengarahkan kepada personil Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) agar melakukan pekerjaan tepat sasaran serta 

memperdalam ilmu tentang pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan 

prinsip dari pengadaan barang/jasa yaitu efisien. Efisien berarti mengukur 

sebearapa besar usaha yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan 

spesifikasi yang sudah ditetapkan. 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga harus bisa mengukur 

sejauh mana mereka telah melakukan pekerjaan, apakah sudah berjalan 

dengan baik atau belum. Hal ini perlu dilakukan agar bisa segera melakukan 

evaluasi kinerja untuk kemudian jika dirasa ada kekurangan maka harus 

segera diperbaiki dan jika dinilai pekerjaan yang dilakukan sudah baik dan 

tepat sasaran maka harus bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Selain itu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus bisa 

menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan mengingat 

mereka tidak akan bisa melakukan segala pekerjaan ini tanpa dukungan dan 
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bantuan dari unit kerja atau pihak lain. Dengan membangun koordinasi yang 

baik, maka proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa akan terlaksana 

dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Selanjutnya, tanggung jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

dalam hal pendampingan dirincikan dalam Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor 14 

Tahun 2018. 

Pasal 7 menyatakan: 

“Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis 

Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa; 

b. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan 

seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, 

meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-money, SIKaP, dan 

c. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi 

hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan 

penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. 

Tanggung jawab pendampingan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) lebih ditekankan kepada pengarahan dan bimbingan teknis 
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mengenai sistem pengadaan barang/jasa baik kepada lingkungan 

pemerintahan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga kepada Penyedia. 

Dalam pengadaan barang/jasa terdapat beberapa sistem yang harus 

dipahami, baik oleh internal dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

maupun oleh masyarakat. Sistem-sistem tersebut adalah Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE), e-katalog, e-money, SIKaP. Sistem-sistem ini kemudian harus 

diperkenalkan kepada masyarakat khususnya para pihak yang terlibat 

langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk itu pihak Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus memberikan bimbingan mengenai 

sistem sistem ini, bimbingan tersebut biasanya dilakukan dengan cara 

mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek) 

untuk para pelaku pengadaan barang/jasa. Tujuan dari bimbingan tersebut 

adalah untuk mencgah terjadinya disinformasi oleh para pihak. Sehingga 

dengan diadakannya bimbingan tersebut, maka para pihak dapat memahami 

mengenai sistem-sistem yang terdapat dalam proses penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa. 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah aplikasi 

sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web yang fungsinya 

sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 
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(RUP).
26

 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertujuan 

untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan Rencana Umum 

Pengadaan (RUP). Sistem informasi ini digunakan sebagai sarana layanan 

publik terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga memudahkan 

masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara 

nasional. Sedangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu sendiri adalah 

kegiatan yang terdiri dari indentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penyusunan dan penetapan 

rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja 

(KAK). Rencana ini berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang 

dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sendiri dan/atau 

dibiayai berdasarkan kerja sama antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah  secara pembiayaan bersama (co-financing). 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-

procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk diterapkan oleh instansi-instansi 

pemerintah di seluruh Indonesia.
27

 Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE) dikembangkan dengan semangat free license. Instansi dengan 

anggaran yang terbatas tetap dapat menerapkan sistem ini karena dibebaskan 

                                                             
26 www.kemendag.go.id diakses pada tanggal 5 Januari 2020 Pukul 16.09 WITA 
27

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik diakses pada 

tanggal 5 Januari 2020 pukul 17.47 WITA. 

http://www.kemendag.go.id/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik
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dari biaya lisensi kecuali pembelian server dan sewa akses internet. Dalam 

mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), LKPP 

melibatkan instansi-instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dioperasikan 

oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam Peraturan LKPP 

dijelaskan bahwa Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan 

pengelolaan teknologi informasi untuk menfasilitasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa. 

Katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang 

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari 

berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Sedangkan uang elektronik (e-

money) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara 

elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. 

Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) adalah aplikasi 

yang merupakan sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang 

digunakan untuk mengelola Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dan 

dikembangkan oleh LKPP. 

Dengan berbagai sistem yang ada, maka sudah menjadi peran serta 

tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan 

bimbingan terhadap berbagai pihak agar semakin paham tentang pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik. 
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Pada dasarnya pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

bertujuan untuk mengadakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan tujuan dan prinsip dari pengadaan barang/jasa sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pasal 4 dan 5 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. 

Pasal 4 menyatakan: 

“Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: 

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, 

lokasi, dan Penyedia; 

b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah; 

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa 

hasil penelitian; 

f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan 

h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.” 
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Tujuan dari pengadaan barang/jasa merupakan hasil akhir yang ingin 

dicapai dari proses pengadaan barang/jasa. Hasil akhir yang dicapai tentulah 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Delapan butir tujuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 

termuat dalam bagian kesatu Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018. Kedelapan tujuan tersebut pada intinya bahwa setiap pengadaan baik 

barang maupun jasa yang dilakukan dari setiap uang yang dibelanjakan 

memiliki ketepatan yang dapat diukur dari aspek kualitas, biaya, jumlah, 

waktu, dan penyedia.
28

 

Hal yang harus menjadi perhatian oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) adalah terlibatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

serta mengutaman produk dalam negeri. Hal ini dianggap penting karena 

pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan yang akan membantu 

perekonomian nasional. Dengan terlibatnya pengusaha kecil di Indonesia 

maka kondisi ekonomi di Indonesia bisa membaik. Oleh sebab itu, Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus berperan aktif agar sektor usaha 

mikro, kecil dan menengan (UMKM) bisa merasakan langsung dampak dari 

pengadaan barang/jasa ini. 

Selain tanggung jawab yang telah diuraikan di atas, hadirnya Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga untuk memastikan bahwa 

                                                             
28 Bhekti Arum Lestari dkk, op. Cit., hal 14. 
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penyelenggaraan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip dari 

pengadaan barang/jasa. 

Pasal 5 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan: 

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

a. Efisien; 

b. Efektif; 

c. Transparan; 

d. Terbuka; 

e. Bersaing 

f. Adil; 

g. Akuntabel.” 

 

Prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan mendorong praktek pengadaan 

barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran.
29

 Efisien maksudnya 

adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana 

dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam 

waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif artinya 

memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna. Terbuka artinya pengadaan 

barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi 

persyaratan. Bersaing artinya bahwa pengadaan barang/jasa harus 

                                                             
29

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di situs 
https://www.Pengadaan.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.44.  

https://www.pengadaan.kemdikbud.go.id/
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menciptkana iklim persaingan yang sehat bagi bara penyedia. Transparan 

memiliki arti bahwa informasi mengenai pengadaan barang/jasa harus 

disampaikan kepada masyarakat luas. Adil/tidak diskriminatif maksudnya 

adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua pihak. Akuntabel 

berarti proses pengadaan barang/jasa  harus mencapai sasaran fisik, keuangan, 

maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat. Selain tercapainya sasaran, prinsip akuntabel juga 

menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam proses pencapaian 

tersebut. 

Dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terdapat perbuatan 

yang dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dilaporkan oleh Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Perbuatan tersebut terdapat dalam Pasal 78 

ayat (1) huruf a sampai c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c. 

Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai c menyatakan: 

“Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam 

pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: 

a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; 

b. Terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk 

mengatur harga penawaran; 

c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia” 

Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c menyatakan: 
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“Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam 

proses katalog berupa: 

a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; 

b. Terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk 

mengatur harga penawaran; 

c. Terindikasi melakukan KKN dalam Pemilihan Penyedia” 

Mengingat bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa menggunakan 

anggaran yang begitu besar maka sudah sepatutnya bahwa Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menghindari tejadinya Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam praktiknya, 

ada beberapa bentuk kasus pengadaan barang/jasa yang menimbulkan 

kerugian negara, yaitu:
30

 

1. Pengadaan barang/jasa (PBJ) fiktif; 

2. Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan; 

3. Barang/jasa tidak sesuai spesifikasi; 

4. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; 

5. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan; 

6. Pemahalan harga; serta 

7. Belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan. 

                                                             
30

 Iwan Hardian, “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Jurnal LKPP Vol. 1 No. 1. 

2011. Hal. 88. 
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Kasus PBJ yang merugikan negara/daerah/perusahaan dari hasil 

pemeriksaan semester II tahun 2010 berjumlah 1.513 kasus dengan total 

kerugian sebesar Rp. 659.251.010.000,00. 

Temuan BPK sejumlah 1.513 kasus dalam pengadaan barang/jasa 

memiliki rincian berikut, yaitu: 

1. 146 kasus merugikan keuangan negara; 

2. 1.319 kasus merugikan keuangan daerah; 

3. 6 kasus merugikan keuangan perusahaan BUMN; serta 

4. 42 kasus merugikan keuangan perusahaan BUMD. 

Dari kasus di atas maka bukan hanya pihak penyedia saja yang memiliki 

kesempatan untuk melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) tetapi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) selaku pihak 

pengelola pengadaan barang/jasa juga dapat melakukan tindakan tersebut. 

Sehingga dengan demikian apabila pihak-pihak yang terdapat dalam Unit 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terbukti melakukan tindakan Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka dapat dikenakan sanksi pidana. 

Dalam hal apabila terjadi sengketa antara pihak pemerintah dan penyedia, 

maka ada beberapa cara penyelesaian yang harus dilakukan. Hal ini tertera 

dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 

Pasal 85 ayat (1) menyatakan: 
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“Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam 

pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian 

sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.” 

Dari bunyi pasal di atas maka dapat diketahui apabila terjadi sengketa 

yang berkaitan dengan kontrak maka pihak yang mewakili pemerintah adalah 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) hal ini dikarenakan dalam kontrak tersebut pihak 

menandatangani kontrak sebagai wakil pemerintah adalah Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). 

Kemudian apabila pihak tersebut bersengketa, maka sesuai dengan bunyi 

pasal di atas, cara penyelesaiannya melalui layanan penyelesaian sengketa 

kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan. Layanan 

penyelesaian sengketa pengadaan adalah layanan yang dibentuk untuk 

menyelesaikan sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah. Arbitrase adalah 

penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa di luar pengadilan umum 

yang didasarkan pada klausul yang ada di dalam penyelesaian perselisihan 

pada kontrak atau perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. 

Karena tujuan dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat serta prinsip dari pengadaan barang/jasa yang 

ingin menciptakan pemerintahan yang bersih maka sudah seharusnya Unit 
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Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab mencegah dan 

menindaklanjuti tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan tersebut. 

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam Perpres Nomor 16 

Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tidak ditulis secara 

jelas tentang tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ). Namun dari beberapa fungsi yang diemban oleh unit ini, maka kita 

dapat memahami bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

memiliki tanggung jawab yaitu  pengelolaan, pembinaan dan pendampingan.  

Selain itu unit ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip dari 

pengadaan barang/jasa serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan 

hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah unit kerja yang berada 

di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi 

pusat unggulan dalam proses pengadan barang/jasa, unit kerja ini 

berbentuk unit struktural yang berarti bahwa unit ini merupakan satu 

kesatuan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

2.  Dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung penyelenggaraan 

pengadaan barang/jasa unit kerja ini memiliki fungsi dan susunan 

organisasi yang kuat. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP 

Nomor 14 Tahun 2018 tidak ditulis secara jelas mengenai tanggung jawab 

dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Namun apabila dilihat dan 

membaca isi peraturan tersebut maka sudah jelas Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan 

barang/jasa. Selain itu tanggung jawab yang dimiliki oleh Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa adalah memastikan bahwa proses pengadaan 

barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa. 



69 
 

Jika dilihat dari fungsinya, maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) bertanggung jawab dalam hal pengelolaan, pembimbingan serta 

pendampingan. 

B. Saran 

1. Berdasarkan peneltian di atas semoga kedudukan dari Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa terus diperkuat baik dari segi dasar hukum 

maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan saran kami, 

sebaiknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi lembaga 

independen yang bebas dari intervensi pihak manapun. 

2. Untuk tanggung jawab dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 

sebaiknya dicantumkan dengan tegas dalam peraturan. Hal ini bertujuan 

agar tanggung jawab tersebut bisa diketahui dengan jelas tanpa harus 

melihat fungsi-fungsi terlebih dahulu.
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